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KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR: 06/HM.02-Kpt/1114/KIP-Kab/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR: 05/HM.02-Kpt/ 1114 /KIP-Kab/III/2021

Menimbang

Mengingat

a.

TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor
Peg.821.23/66/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang
Penarikan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan
pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya
yang menyatakan Sdr. Rasidin, S.Ag telah ditarik/dimutasi
sebagai Pelaksana pada BPKSDM;

bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 629/SDM.05.5-
Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;

bahwa dalam rangka untuk tetap dapat meningkatkan
peranan dan fungsi kehumasan pada Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu dibentuk Badan
Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b, dan ¢, maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Jaya;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35

Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1249);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik
Indonesia Nomor 172//HM.02-Kpt/06/KPU/II[/2021 Tentang
Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
244 /HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan
(Bakohumas);
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13. Surat Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor

471/HM.06-SD/11/Prov/IlI/2021 tanggal 25 Maret 2021
perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan
(Bakohumas);

14. Surat Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor

1.

493/HM.06-SD/11/Prov/IlI/2021 tanggal 27 Maret 2021
perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan
(Bakohumas).

Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 629/SDM.05.5-
Kpt/05/SJ/VI/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;

Surat Perintah  Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor:
199/SDM.05.5-SPt/05/SJ/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 05/HM.02-Kpt/1114/KIP-Kab/Il[/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat
Bakohumas KIP Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Keanggotaan Badan Koordinasi Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
terdiri dari Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Jaya yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang
membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.

Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Jaya.

2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Jaya.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Jaya.

c. Ketua Pelaksana adalah Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat.

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas:

a. melakukan koordinasi antara Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Jaya dengan Komisi Pemilihan Umum
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Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Aceh
untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan
Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah
tingkat pusat dan daerah,;

c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi
kehumasan yang diperlukan; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada
Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.

Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Jaya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan
bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 10 Juni 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

SYAMSUL RIZAL
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR: 06 /HM.02-Kpt/1114/KIP-Kab/V1/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR:
05/HM.02-Kpt/ 1114 /KIP-Kab/111/2021 TENTANG
BADAN  KOORDINASI ~ KEHUMASAN  KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

SUSUNAN NAMA-NAMA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1 Dr. IZWAR, S.Pd.I., M.Pd. Ketua Pembina
2 KAMARUZZAMAN Anggota Pembina
3 HENDRI GUNAWAN, S.Hut. Anggota Pembina
4 MARSUNEH, S.E. Anggota Pembina
S JUHARMAN, S.P. Anggota Pembina
Plt. Sekretaris dan Sub
6 SYAMSUL RIZAL, S.E. Koordinator Keuangan, Umum Ketua
dan Logistik
Kasubbag Teknis
7 ROMI SANDRA, S.E., M.Si. Penyelenggaraan Pemilu, Ketua Pelaksana
Partisipasi dan Humas
3 MIRZA KAFRAWI. S.Kom Penyusun Bahan Informasi A .
, S. . o nggota
dan Publikasi EE
9 ZULFIKAR, S.IP. Analis Pemilihan Umum Anggota
10 | MISWAR Pengadministrasi Kepegawaian Anggota
|

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 10 Juni 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

[ZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KAB TEN ACEH JAYA

Pt RETARIS,

td

SYAMSUL RIZAL
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